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BAB II

MANAJEMEN PENGGAJIAN DENGAN MANAJEMEN EKONOMI

ISLAM

A. Manajemen Penggajian

1. Pengertian Manajemen Penggajian

Cahayani mengemukakan bahwa manajemen penggajian adalah

proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem

kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya

dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan

dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka.1

Ditinjau dari sisi pandang organisasi, pemberian imbalan jasa atau

penghasilan akan selalu dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan manfaat

jasa yang dipersembahkan oleh pegawai bagi organisasi tempatnya

bekerja. Sedangakan sisi pandang pegawai menilai bahwa balas jasa dapat

dilihat sebagai sarana pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya. Karena

kebutuhan pegawai terus berkembang dan dari sisi lain para pegawai

menyadari bahwa organisasi mampu memproduksi sesuatu disebabkan

oleh keberadaan serta karya nyata mereka.2

Dari pernyataan di atas pihak organisasi dengan individu pegawai

terjadi perbedaan keperluan dalam pemberian penghasilan hal ini sering

sekali terjadi permasalahan antar kedua belah pihak.

1 M. Kadarrisman, Manajemen Kompensasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 3.
2 Ibid., 6.
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Namun, dikemukakan bahwa pemberian kompensasi balas jasa ini

tentu akan berdampak positif terhadap organisasi atau perusahaan, dengan

adanya dampak positif tersebut tentu akan memberikan keuntungan bagi

organisasi atau perusahaan antara lain:3

a. Akan menarik karyawan yang tingkat keterampilannya tinggi untuk

bekerja pada organisasi atau perusahaan

b. Untuk memberikan rangsangan agar karyawan bekerja dengan maksud

mencapai prestasi yang tinggi

c. Mengikat karyawan untuk bekerja pada organisasi atau perusahaan

Untuk karyawan sendiri, kompensasi balas jasa memberikan

manfaat, seperti:

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

b. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

c. Untuk dapat menimbulkan semangat dan kegembiraan kerja

d. Untuk meningkatkan status sosial dan prestise karyawan

Dari problem yang terjadi selama di Indonesia dengan adanya

perbedaan kepentingan mengenai pembayaran upah atau kompensasi

antara organisasi atau perusahaan dengan para buruh atau pegawainya

masih ada manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini

seharusnya menjadi acuan untuk saling menyadari dan tidak saling

mempermasalahkan. Dan jalan tengah yang bisa diambil oleh seorang

3 Ibid., 9.
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pemimpin untuk mengetahui kebutuhan para pegawai yaitu dengan

melakukan survey kepada bawahannya.

2. Definisi Upah dan gaji

a. Pengertian upah dan gaji

1) Upah

Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan

produksi dengan dasar lamanya kerja. Upah dibayarkan kepada

mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan pekerjaan secara

terus menerus sepanjang minggu, bulan, atau tahun.4 Istilah upah

biasanya dipakai untuk para pekerja produksi yang bekerja tidak

tetap.

Sedangkan menurut Hasibuan pengertian upah adalah balas

jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman

atas perjanjian yang disepakati pembayarannya. Dengan demikian

upah disini adalah sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan

atau organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap)

yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah

pihak.5 Upah di sini diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh

pekerja yang besarannya telah disepakati terlebih dahulu dari pihak

pemberi dan pihak penerima. Upah yang dimaksud diperuntukan

untuk para pekerja tidak tetap yang bekerjanya secara harian.

4 Moekijat, Penilaian Pekerjaan Untuk Menentukan Gaji Dan Upah (Bandung: Mandar Maju,
2007), 6.
5 M. Kadarrisman, Manajemen Kompensasi…, 123.
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2) Gaji

Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pegawai

tata usaha, pengawas, dan manajerial. Atau dengan pengertian lain

gaji adalah imbalan jasa yang dibayarankan atau diperhitungkan

secara bulanan atau tahunan.6 Gaji umumnya memang diberikan

secara rutin dan setiap 1 bulan sekali, gaji juga diberikan kepada

pegawai atau pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan

yang tinggi.

Menurut Andrew F. Sikula gaji adalah imbalan jas atau

uang yang dibayarkan, atau yang ditentukan untuk dibayarkan

kepada seseorang pada jarak-jarak waktu yang teratur untuk jasa-

jasa yang diberikan.7 Secara luas gaji di sini diartikan sebagai

imbalan bagi tenaga kerja perusahaan yang di kelompokkan

menurut jabatan, pengertian gaji di sini tidak diperuntukan bagi

mereka yang bekerja di lapangan atau tenaga produksi seperti

buruh dan di atur berdasarkan bulan dan tahun.

Sedangkan menurut Dale S. Beach kata gaji berlaku untuk

kompensasi yang sama dari suatu periode pembayaran ke periode

pembayaran berikutnya dan tidak tergantung kepada lamanya jam

kerja.8 Berbeda dengan gaji menurut Andrew F. Sikula gaji akan

diberikan kepada siapa yang telah memberikan jasa dan diberikan

6 Ibid., 123.
7 Drs. Moekijat, Administrasi Gaji dan Upah (Bandung: Mandar Maju, 1992), 3.
8 Ibid., 4.
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pada periode yang teratur misal setiap hari atau setiap minggu atau

setiap bulan.

Di dalam buku karya Asri Laksmi gaji diartikan sebagai

imbalan kerja yang tetap untuk setiap periode tanpa menghiraukan

jumlah jam kerja.9 Hal ini berarti pemberian gaji sacara teratur

misal gaji perhari, per minggu, maupun perbulan tanpa melihat

berapa lama masa kerja.

b. Perbedaan upah dan gaji

Perbedaan antara gaji dan upah adalah terletak pada jumlah

dan waktu diberikannya. Gaji oleh perusahaan akan diberikan secara

rutin dalam rentang waktu yang pasti dan dengan jumlah yang dapat

dipastikan.

Di Indonesia, kebanyakan gaji diberikan dalam jangka waktu

bulanan. Sedangkan upah diberikn berdasarkan pekerjaan yang

dilakukan dalam waktu tertentu yang bisa saja tidak rutin. Upah dapat

pula diberikan secara rutin, misalnya berbentuk harian atau mingguan,

bahkan bulanan, namun biasanya jumlahnya tidak dapat dipastikan

atau tergantung pada hasil kerja.10

3. Administrasi Upah Dan Gaji

a. Pengertian administrasi gaji dan upah

9 Dr. Asri Laksmi Riani, Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013), 113.
10 Emmanuel Kurniawan, Tahukah Anda? Hak-Hak Karywan Tetap dan Kontrak (Jakrta: Dunia
Cerdas, 2013), 9.
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Ada beberapa penafsiran dari administrasi gaji dan upah yang

didefinisikan oleh para penulis, diantaranya:

1) Andrew F. Sikula mengatakan bahwa, “Pada umumnya,

administrasi gaji dan upah menunjukkan masalah-masalah

pemberian imbalan jasa langsung, berupa uang.”

2) Dale S. Beach mengatakan bahwa, “Istilah administrasi gaji dan

upah telah diterima oleh umum sebagai penunjukan bidang

kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan dan penerapan

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan metode-metode pemberian

imbalan jasa kepada pegawai yang baik dan benar.”

3) Joseph J. Famularo mengatakan bahwa, “Administrasi gaji dan

upah adalah suatu fungsi manajerial yang penting yang

berhubungan dengan semua aspek kompensasi pegawai.”

Dari beberapa uraian tersebut kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa administrasi gaji dan upah itu berhubungan dengan

pembayaran secara langsung berupa uang kepada pegawai sebagai

imbalan atas jasa-jasanya.

b. Tujuan administrasi upah dan gaji

Menurut William B. Wether dan Keith Davis, tujuan

administrasi gaji dan upah adalah untuk:

1) Mendapatkan pegawai yang cakap

Besaran gaji yang diberikan oleh perusahaan tentunya

bertujuan untuk menarik calon pegawai yang cakap maupun
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memiliki kelebihan-kelebihan yang sesuai dengan keinginan

perusahaan.

2) Mempertahankan pegawai yang telah ada

Dengan besaran gaji yang sesuai yang diberikan perusahaan

kepada karyawan akan membuat pegawai akan selalu setia dan

memilih untuk bertahan dari pada beralih bekerja kepada

kompetitor lain.

3) Menjamin keadilan

Administrasi gaji dan upah berusaha memberikan keadilan

intern maupun ekstern. Artinya, memberikan hak sesuai dengan

jerih payah karyawan dalam perusahaan tanpa melupakan

kemampuan dan kondisi perusahaan.

4) Menghargai perilaku yang diinginkan

Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung

jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui suatu

rencana administrasi gaji dan upah yang efektif.

5) Mengawasi biaya

Administrasi gaji yang baik akan menjaga dan mengontrol

agar nilai gaji pegawai sesuai dengan apa yang mesti mereka

terima tanpa ada kekurangan.

6) Mentaati peraturan perundang-undangan

Suatu program pembayaran yang baik akan

mempertimbangkan aturan-aturan dan mentaati semua peraturan
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pemerintah yang mengatur tentang pengupahan dan gaji

pegawai.11

Untuk mencapai tujuan administrasi gaji dan upah tersebut

perlu diperhatikan juga hal-hal berikut:

1) Tingkat pembayaran gaji dan upah di pihak swasta

Apabila ada perbedaan gaji yang sangat besar antara pegawai

negeri dan pegawai swasta, akan membuat pegawai beralih pindh

menuju perusahaan yang memberikan gaji lebih besar.

2) Hubungan gaji dan upah internal perusahaan

Bila ada suatu jabatan yang sekiranya lebih sulit tetapi

mendapatkan gaji maupun upah lebih rendah dari jabatan lain yang

lebih mudah, akan menimbulkan konflik dalam internal

perusahaan tersebut.

3) Metode pembayaran

Metode pembayaran penting untuk memberikan keadilan dalam

hal upah maupun gaji, apakah berdasarkan waktu, satuan hasil,

maupun gabungan antar keduanya.

4) Pendidikan

Tingkat pendidikan karyawan juga menentukan besaran gaji

maupun upah yang didapat.

11 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2009), 185.
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5) Pengalaman

Mereka yang memiliki pengalaman lebih banyak sudah semestinya

mendapat upah maupun gaji yang lebih besar.

6) Kondisi kerja

Orang yang bekerja di tempat yang berbahaya atau resiko yang

besar harus mendapatkan upah maupun gaji yang lebih besar dari

yang beresiko lebih kecil.12

c. Prinsip-prinsip gaji dan upah

Menurut Dale S. Beach administrasi gaji dan upah memiliki

prinsip-prinsip umum yang dapat dirumuskan:

1) Harus ada suatu rencana tertentu yang menetapkan bahwa

perbedaan dalam pembayaran untuk jabatan-jabatan didasarkan

atas perbedaan dalam persyaratan jabatan, seperti kecakapan,

kegiatan, tanggung jawab, dan kondisi kerja.

2) Tingkat umum gaji dan upah harus layak sesuai dengan tingkat

gaji dan upah yang sedang berlaku dalam pasar tenaga kerja .

3) Rencana harus dengan cermat membedakan antara jabatan dan

pegawai.

4) Pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. apabila dua

jabatan mempunyai persyaratan jabatan yang sama, maka

pembayaran harus sama besarnya, tidak memandang siapa yang

memegangnya.

12 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 265.
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5) Harus ada suatu cara yang adil yang digunakan untuk mengetahui

perbedaan-perbedaan tiap individu dalam kemampuan dan

sumbangannya.

6) Harus ada suatu prosedur yang berfungsi mendengarkan dan

mengatasi keluhan tentang gaji dan upah yang ditentukan dengan

jelas.

7) Pegawai-pegawai dan serikat kerja apabila ada harus diberi tahu

secukupnya tentang prosedur yang digunakan untuk membuat

besaran gaji dan upah.13

4. Metode Pembayaran Upah

Ada beberapa cara yang digunakan sebagai metode membayar

tenaga kerja, diantaranya yaitu:14

a. Sistem upah menurut banyaknya produksi

Dalam sistem ini upah dihitung berdasarkan produk atau

hasil berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

sistem pengupahan ini akan merangsang pekerja/buruh untuk

bekerja lebih giat agar perusahaan dapat berproduksi dengan lebih

baik. Biasanya dalam sistem ini terdapat sistem bonus dan insentif

bagi pekerja yang dianggap berprestasi oleh perusahaan atau

mencapai pencapaian tertentu.

13 Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Human Resource Management (Jakarta: Salemba
Empat,2011) 421.
14 Emmanuel Kurniawan, Tahukah Anda? Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak (Jakarta: Dunia
Cerdas, 2013) 27.
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Kelemahan sistem ini adalah pengalaman, senioritas, dan

kesetiaan pekerja/buruh kurang diperhitungkan.

b. Sistem upah menurut lama kerja

Dalam sistem ini, pembagian upah ditentukan oleh seberapa

lama pekerja/buruh telah bekerja di suatu perusahaan. sistem ini

mendorong pekerja memiliki loyalitas yang tinggi terhadap

perusahaan.

Kelemahan sistem ini adalah perusahaan menjadi kurang

kompetitif, karena apapun hasil produksinya tidak berpengaruh

terhadap upah.

c. Sistem upah menurut durasi kerja

Sistem ini dijalankan berdasarkan anggapan bahwa setiap

pekerja/buruh memiliki produktivitas yang sama setiap satuan

waktu. Dalam sistem ini pekerja dapat menghitung

penghasilannya berdasarkan berapa jam yang ia gunakan untuk

bekerja.

Kelemahan sistem ini adalah pekerja/buruh akan sulit

menunjukkan prestasi kerjanya karena antara pekerja yang

berprestasi dan tidak akan mendapatkan hasil yang sama.

d. Sistem upah menurut kebutuhan pekerja/buruh

Menurut sistem pengupahan ini, besarnya upah tergantung

pada kebutuhan pokok pekerja/buruh itu sendiri. Jika terjadi

inflasi atau berubahan harga kebutuhan pokok, maka besarnya
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upah yang diberikan akan berubah, menyesuaikan dengan

perubahan harga.

Kelemahan sistem ini adalah tidak begitu memperhatikan

prestasi kerja, jenis pekerjaan, dan kemampun perusahaan.

pekerja menjadi kurang terdorong untuk berprestasi.

5. Jenis-Jenis Pendapatan Karyawan dan Buruh

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-

07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah, maka pendapatan dapat

dibedakan menjadi pendapatan berupa upah dan pendapatan non

upah.15

a. Pendapatan berupa upah terdiri dari:

1) Upah pokok

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan

kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Besaran upah

pokok yang diterapkan perusahaan umumnya berbeda sesuai

dengan jenjang pendidikan dan keterampilan formal yang ia

miliki. Upah pokok jug menjadi dasar bagi perhitungan upah

lembur, tunjangan pension, pesangon, dll.

2) Tunjangan tetap

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang

dilkukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan

15 Ibid., 12.
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keluarganya secara teratur berkaitan dengan pekerjaannya.

Contoh: tunjangan istri, tunjangan anak, atau tunjangan

perumahan.

3) Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran imbalan baik

lngsung maupun tak langsung kepada pekerja dengan jumlah

yang tidak tetap. Contoh: tunjangan transportasi atau tunjangan

makan.

b. Pendapatan non upah terdiri dari:

1) Fasilitas

Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata yang

diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh karena hal-hal

yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan

pekerja/buruh.

2) Bonus

Bonus adalah pembayaran bukan upah yang diberikan

perusahaan kepada pekerja/buruh karena prestasinya. Bonus

dapat juga diberikan karena perusahaan memperoleh laba yang

melampaui target.

3) Tunjangan Hari Raya (THR), Gratifikasi, dan pembagian

keuntungan lainnya

THR diberikan kepada pekerja/buruh sesuai peraturan

perusahaan. sedangkan gratifikasi atau hadiah kadang-kadang
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diberikan oleh perusahaan sebagai penghargaan atas

pengabdian pekerja/buruh, atau sebagai sarana untuk

memotivasi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya.

B. Peraturan Mengenai Upah dan Gaji

1. Kewajiban Perusahaan Mengenai Pengupahan dan Kesejahteraan

Sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Pasal 88 Ayat

1, maka setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang

layak bagi kemanusiaan. Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan

pemberian upah dan peningkatan kesejahteraan adalah:

a. Pengusaha atau pemberi kerja memberikan kesempatan dan perlakuan

sama bagi pekerja/buruh

b. Pemberi kerja membuat perjanjian kerja dengan pekerja/buruh

c. Pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan memberi upah sesuai Upah

Minimum

d. Pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan memberi upah lembur

e. Pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan memberi THR

f. Pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan memberi hak cuti bagi

pekerja/buruhnya

g. Pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan menyediakan fasilitas

kesehatan dan jaminan kesehatan pekerja/buruh

2. Upah Minimum

a. Jenis-Jenis Upah Minimum



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43

Pada pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

menggolongkan Upah Minimum menjadi 2, yaitu:

1) Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK)

UMP dan UMK merupakan upah minimum yang berlaku

berasarkan pembagian wilyah. UMP berlaku untuk seluruh

kabupaten/kota di suatu provinsi, sedangkan UMK berlaku di

daerah kabupaten/kota.

Beberapa peraturan penting mengenai UMP dan UMK bagi

pekerja/buruh, diantaranya:

a) Perusahaan dilarang member upah lebih kecil dari Upah

Minimum, yaitu berdasarkan UMP, UMK, UMS Provinsi, dan

UMS Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 90 UU No. 13

Tahun 2003 dan Pasal 13 (yang diubah menjadi pasal 12)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-1/MEN/1999.

b) Apabila suatu kabupaten tidak menetapkan UMK, maka Upah

Minimum yang berlaku di kabupaten mengikuti UMP.

Sedangkan bila seluruh kabupaten/kota telah menetapkan

UMK, maka gubernur tidak perlu menetapkan UMP.

c) Jika Suatu daerah memiliki UMP dan UMK, maka pengusaha

diwajibkan memberi upah berdasarkan UMK sesuai dengan

pasal 13 (yang diubah menjadi pasal 12) Ayat 2 Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No. PER-1/MEN/1999.
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d) UMP dan UMK diberlakukan bagi pekerja/buruh tetap, tidak

tetap, dan pekerja/buruh dalam masa percobaan. Hal ini sesuai

dengan Pasal 14 (yang diubah menjadi pasal 13) Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No. PER-1/MEN/1999.

e) UMP dan UMK berlaku bagi pekerja/buruh lajang yang

mempunyai masa kerja dibawah 1 tahun.dengan demikian

pekerja yang telah lebih dari satu tahun akan menerima lebih

dari UMP dan UMK.

f) UMP dan UMK ditinjau setiap tahun sehingga akan berubah

dari tahun ke tahun.

g) UMP dan UMK dihitung sebagai upah tiap bulan. Bagi pekerja

borongan, maka Upah Minimumnya dihitung berasarkan rata-

rata upah yang diterima dalam satu bulan. Sedangkan bagi

pekerja harian lepas, UMP atau UMK dihitung berasarkan:

(1) Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja seminggu, upah

harian ikali 25 tidak boleh lebih rendah dari UMK atau

UMP.

(2) Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja seminggu, upah

harian dikali 21 tidak boleh lebih rendah dari UMP atau

UMK.

h) Upah yang tercantum dalam kesepakatan kerja atau perjanjian

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi

kerja tidak boleh lebih rendah dari UMP atau UMK. Jika
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kesepakatan tersebut telah dibuat dan nilai upah yang

didalamnya lebih rendah, maka kesepakatan tersebut batal

demi hukum. Hal ini diatur dalam pasal 91 Ayat 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003.

2) Upah Minimum Sektoral (UMS)

UMS merupakan Upah Minimum yang ditetapkan

berdasarkan sektor di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Sektoral sendiri adalah kelompok lapangan usaha beserta

pembagiannya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia

(KLUI). UMS dibagi menjadi UMS Provinsi dan UMS

Kabupaten/Kota.

Beberapa peraturan mengenai UMS bagi para

pekerja/buruh adalah:

a) Jika suatu sektor usaha di suatu daerah telah menetapkan

UMS, maka perusahaan yang bergerak di sektor tersebut

dilarang memberi upah lebih rendah dari UMS. Hal ini

berdasarkan pada Pasal 13 Permenaker No. PER-1/MEN/1999.

b) Nilai UMS Provinsi harus lebih besar sekurang-kurangnya 5%

dari UMP, begitu pula nilai UMS Kabupaten/Kota harus lebih

besar sekurang-kurangnya 5% dari UMK. Hal ini sesuai

dengan Pasal 5 Permenaker No. PER-1/MEN/1999.
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c) Untuk menentukan UMS Provinsi maupun UMS

Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengupahan akan

mempertimbangkan:

(1) Homogenitas perusahaan

(2) Jumlah perusahaan di sektor tersebut

(3) Jumlah tenaga kerja

(4) Devisa yang dihasilkan

(5) Nilai tambah yang dihasilkan

(6) Kemampuan perusahaan

(7) Asosiasi perusahaan

(8) Serikat pekerja terkait

d) UMS Provinsi dan UMS Kabupaten/Kota diberlakukan bagi

pekerja/buruh lajang yang merupakan pekerja/buruh tetap,

tidak tetap, dan masa percobaan. Hal ini diatur dalam Pasal 14

(yang diubah menjadi pasal 13) Permenaker No. PER-

1/MEN/1999.

e) Seperti halnya UMP dan UMK, UMS Provinsi dan UMS

Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang

mempunyai masa kerja di bawah satu tahun.

f) UMS Provinsi dan UMS Kabupaten/Kota ditinjau setiap tahun

sehingga akan berubah dari tahun ke tahun.

g) UMS Provinsi dan UMS Kabupaten/Kota dihitung sebagai

upah tiap bulan. Bagi pekerja borongan, maka Upah
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Minimumnya dihitung berdasarkan rata-rata upah yang

diterima dalam satu bulan. Sedangkan bagi pekerja harian

lepas, dihitung sebagai berikut:

(1) Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja seminggu, upah

harian dikali 25 tidak boleh lebih rendah dari Upah

Minimum.

(2) Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja seminggu, upah

harian dikali 21 tidak boleh lebih rendah dari Upah

Minimum.

h) Upah yang tercantum dalam kesepakatan kerja atau perjanjian

pekerja/buruh dengan pengusaha tidak boleh lebih rendah dari

Upah Minimum. Jika kesepakatan tersebut sudah dibuat dan

nilainya lebih rendah, maka kesepakatan tersebut batal demi

hukum.

b. Komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak)

KHL adalah standar kebutuhan seseorang pekerja/buruh lajang

untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan dengan konsumsi

sebesar 3.000 kalori per hari. KHL ini adalah asumsi yang nantinya

digunakan untuk memperkirakan seberapa besar uang yang

dibutuhkan oleh seorang pekerja/buruh lajang dalam sebulan.

Komponen KHL menurut Permenakertrans No. 13 Tahun 2012

terdiri dari 60 jenis kebutuhan, yaitu:16

16 Ibid., 74.
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Tabel 2.1: Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk

Pekerja/Buruh Lajang dengan Kebutuhan 3.000 Kalori Menurut

Permenakertrans N0. 13 Tahun 2012

No Komponen dan Jenis Kebutuhan Kualitas/Kriteria Jumlah
Kebutuhan Satuan

I Makanan dan Msinuman
1 Beras Sedang 10.00 Kg
2 Sumber Protein:

a. Daging Sedang 0.75 Kg
b. Ikan Segar Baik 1.20 Kg
Telur Ayam Telur Ayam Ras 1.00 Kg

3 Kacang-kacangan:
Tempe/Tahu Baik 4.50 Kg

4 Susu Bubuk Sedang 0.90 Kg
5 Gula Pasir Sedang 3.00 Kg
6 Minyak Goreng Curah 2.00 Kg
7 Sayuran Baik 7.20 Kg
8 Buah-buahan (setara pisang/pepaya) Baik 7.50 Kg
9 Karbohidrat lain (setara tepung terigu) Sedang 3.00 Kg

10 Tehatau Celup 1.00 Dus isi 25
Kopi Sachet 4.00 75gr

11 Bumbu-bumbuan (nilai 1 s.d. 10) 15.00 %
II Sandang

12 Celana panjang/rok/pakaian muslim Katun sedang 6/12 Potong
13 Celana pendek Katun sedang 2/12 Potong

14 Ikat Pinggang Kulit sintesis, polos,
tidak branded 1/12 Buah

15 Kemeja lengan pendek/blus Setara katun 6/12 Potong
16 Kaos oblong/BH Sedang 6/12 Potong
17 Celana dalam Sedang 6/12 Potong
18 Sarung/Kain panjang Sedang 3/24 Helai
19 Sepatu Kulit sintetis 2/12 Pasang

20 Kaos kaki Katun, polyester,
polos, sedang 4/12 Pasang

21 Perlengkapan pembersih sepatu
a. Semir Sedang 6/12 Buah
b. Sikat Sepatu Sedang 1/12 Buah

22 Sandal Jepit Karet 2/12 Pasang
23 Handuk Mandi 100cm x 60cm 1/12 Potong
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24 Perlengkapan Ibadah:
a. Sajadah Sedang 1/12 Potong
b. Mukenah Sedang 1/12 Potong
c. Peci, dll Sedang 1/12 Potong

III Perumahan

25 Sewa Kamar Dapat menampng KHL
lainnya 1.00 Bulan

26 Dipan/Tempat tidur No. 3, polos 1/48 Buah
27 Perlengkapan tidur:

a. Kasur busa Busa 1/48 Buah
b. Bantal busa Busa 2/36 Buah

28 Sprei dan sarung bantal Katun 2/12 Set
29 Meja dan Kursi 1 Meja/4 Kursi 1/48 Set
30 Lemari pakaian Kayu Sedang 1/48 Buah
31 Sapu Ijuk sedang 2/12 Buah
32 Perlengkapan makan:

a. Piring Makan Polos 3/12 Buah
b. Gelas Minum Polos 3/12 Buah
c. Sendok dan Garbu Sedang 3/12 Pasang

33 Ceret Aluminium Ukuran 25cm 1/24 Buah
34 Wajan Aluminium Ukuran 32cm 1/24 Buah
35 Panci Aluminium Ukuran 32cm 2/12 Buah
36 Sendok Masak Aluminium 1/12 Buah
37 Rice Cooker ukuran 1/2 liter 350 Watt 1/48 Buah
38 Kompor dan perlengkapannya:

a. Kompor gas 1 tungku SNI 1/24 Buah
b. Selang dan regulator SNI 1/24 Set
c. Tabung gas 3 kg Pertamina 1/60 Buah

39 Gas LPG 3 kg 2.00 Tabung
40 Ember Plastik Isi 20 liter 2/12 Buah
41 Gayung Plastik Sedang 1/12 Buah
42 Listrik 900 Watt 1.00 Buah
43 Bola Lampu Hemat Energi 14 Watt 3/12 Buah

44 Air Bersih Standar PDAM 2.00 Meter
Kubik

45 Sabun Cuci Pakaian Cream/Deterjen 1.50 Kg
46 Sabun Cuci Piring (colek) 500gr 1.00 Buah
47 Seterika 250 Watt 1/48 Buah
48 Rak Piring Portable Plastik Sedang 1/24 Buah
49 Pisau Dapur Sedang 1/36 Buah
50 Cermin 30 x 50cm 1/36 Buah
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IV Pendidikan
51 Bacaan/ Tabloid/ 4 atau Eks atau

Radio 4 Band 1/48 Buah
52 Ballpoint/Pensil Sedang 6/12 Buah
V Kesehatan
53 Sarana Kesehatan:

a.Pasta Gigi 80gr 1.00 Tube
b. Sabun Mandi 80gr 2.00 Buah
c. Sikat Gigi Produk Lokal 3/12 Buah
d. Shampoo Produk Lokal 1.00 Buah
e. Pembalut atau Isi 10 1.00 Dus

Alat Cukur 1.00 Set
54 Deodorant 100ml/g 6/12 Botol
55 Obat Anti Nyamuk Bakar 3.00 Dus
56 Potong Rambut Di Tukang Cukur/Salon 6/12 Kali
57 Sisir Biasa 2/12 Buah
VI Transportasi
58 Transpotasi Kerja, dll Angkutan Umum 30 Hari (PP)
VII Rekreasi dan Tabungan
59 Rekreasi Daerah Sekitar 2/12 Kali
60 Tabungan (2% dari nilai 1 s.d 59) 2 %

Sumber: Permenakertrans No. 13 Tahun 2012

Nilai KHL dari setiap tahun pasti akan terus mengalami

perubahan yang disebabkan berbagai faktor seperti inflasi dan keadaan

ekonomi, sehingga nilai KHL tersebut cenderung naik, akan tetapi

dapat juga mengalami penurunan sesuai dengan keadaan

perekonomian saat itu. Seperti yang terdapat di provinsi Jawa Timur,

pada tahun 2005 nilai KHL hanya sebesar Rp 339.227,00 dan di tahun

2013 telah berubah menjadi Rp 825.000,00 seperti yang ada pada

tabel berikut:
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Tabel 2.2: Komponen Kebutuhan Hidup Layak di Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005 – 2013

No Tahun KHL (Rp)
1 2005 339.227
2 2006 580.054
3 2007 458.755
4 2008 544.157
5 2009 706.698
6 2010 856.888
7 2011 731.635
8 2012 -
9 2013 825.000

Sumber: Ditjen PHI dan Jamsostek

c. Pekerja/Buruh Tidak Dibayar sesuai Upah Minimum

Pada dasarnya perusahaan dilarang member upah di bawah

Upah Minimum sesuai dengan Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang No.

13 Tahun 2013. Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam

pembayaran Upah Minimum mendapat ancaman sanksi pidana berupa

penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda

paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp

400.000.000,00. Hal ini diatur dalam Pasal 185 Ayat I Undang-

Undang Ketenagakerjaan.

C. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Upah dan Gaji

1. Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Islam

Islam sangat memandang mulia dan hormat bagi mereka yang

bekerja sehingga para nabi yang mulia pun melibatkan diri dalam bekerja

dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. Allah SWT member

contoh dalam A-Qur’an seperti Nabi Dawud dan Nabi Musa yang masing-
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masing bekerja sebagai pandai besi dan pengembala kambing. Nabi

Muhammad sendiri juga pengembala kambing dan juga berdagang. Dalam

perang Ahzab, Nabi terlihat bekerja dan mengangkat batu bersama para

sahabat beliau untuk menggali parit gun melindungi Madinah dari musuh.

Beberapa dalil yang menganjurkan untuk bekerja adalah:17

a. Dalil mengenai kisah Syu’aib dan kedua anaknya:

                
                 
               
          

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata :“Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah
dia (Syu’aib): “Sesunguhnya aku bermaksud menikahkan kamu
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh
tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka, aku tidak
hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang baik.” (QS. Al-Qashash (28): 26-27)18

17 Muhammad Syarif Chaudhry, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014),
187.
18 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponorogo, 2003), 388.
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b. Dalil mengenai kisah Dawud:

               
            
     

Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Dawud karunia dari
Kami. (Kami berfirman), “Hai gunung-gunung dan burung-burung,
bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud”, dan Kami telah
melunakkan besi untuknya, (yaitu) “Buatlah baju besi yang besar-
besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalah yang saleh.
Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Saba’
(34): 10-11)19

Ayat al-Qur’an tersebut menegaskan bahwa bekerja adalah sesuatu

yang sangat terhormat dan mulia. Bahkan, bekerja adalah suatu keharusan

untuk mencari nafkah bagi diri sendiri dan keluarga.

2. Hak Tenaga Kerja Dalam Islam

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama

oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja memiliki posisi

yang lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk

melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Chaudhry menjelaskan pandangan Islam kepada pekerja/buruh

lebih jauh sebagai berikut:20

a. Dalam pandangan Islam semua orang, baik laki-laki maupun

perempuan sama.

19 Ibid., 429.
20 Muhammad Syarif Chaudhry, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014),
194.
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b. Sebelum Nabi Muhammad SAW, tenaga kerja terutama sekali berasal

dari para budak  bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun

di rumah

c. Selain menjamin perlakuan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam

mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam membayar upah.

1) Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja

dipekerjakan. Mempekerjakan pekerja tanpa memberithu terlebih

dahulu upahnya dalah haram.

2) Upah harus dibayarkan tanpa menund-nunda. Jika upahnya dalam

bentuk bulanan maka harus dibayar pada bulan itu juga, baik

harian atau mingguan maka dibayar waktu itu juga.

d. Islam melarang kepada para majikan untuk tidak membebani para

pekerja dengan pekerjaan berat diluar kekuatan fisiknya.

e. Disamping pemberian upah, majikan harus menjamin kesehatan

pekerjanya.

Nabi Muhmmad SAW jika salah seorang dari pembantu beliau

sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan kesehatannya.

Khalifah Umar juga menetapkan salah satu kewajiban

pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan

pembantu.
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3. Penentuan Upah

Islam menawarkan sebuah solusi yang masuk akal mengenai

penentuan upah yang didaasarkan pada keadilan dan kejujuran serta

melindungi kepentingan baik majikan atau pengusaha maupun pekerja.

Chaudhry mengatakan, dalam Islam upah harus ditetapkan dengan

cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun,

dengan tetap mengikat ajaran Islam berikut ini:21

a. Tidak berbuat curang atau merugikan orang lain

                
     

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-
Baqarah (2): 279)22

b. Jujur serta berlaku adil

              
              

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS.
An-Nahl (16): 90)23

c. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Mereka (budak atau pembantumu) adalah saudara-saudara kalian.

21 Ibid, 198.
22 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponorogo, 2003), 47.
23 Ibid., 277.
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Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah

mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan

janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak

mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat,

maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim)

Seperti itulah, pekerja/buruh dan majikannya harus

memperlakukan satu sama lainnya sebagai saudara, bukan sebagai tuan

dan hamba. Mereka tidak boleh saling merugikan dan harus

menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.

Tingkat upah minimum dalam Islam ditentukan dengan

memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makan, pakaian,

dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup

sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan untuknya

dan keluarganya. Pendidikan anak-anaknya dan juga layanan kesehatan

keluarganya pun harus ikut diperhatikan.

Ada dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menentukan upah

minimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan

pandangan beliau untuk memberikan kehidupan yang baik. Beliau

bersabda:

“Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah

hendaklah ia menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia

memiliki seorang; jika ia tidak punya rumah, biarlah ia bangun

sebuah, dan siapa pun yang melewati batas itu, maka tentulah ia

seorang perebut atau pencuri.”
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4. Kontrak Kerja

Penempatan kontrak atau perjanjian kerja sebagai perjanjian hitam

diatas putih pada saat ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Nasib

pekerja/buruh selama bekerja tergantung pada perjanjian tersebut. Islam

memandang segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

masing-masing dituangkan dalam kontrak kerja tersebut agar tidak ada

celah untuk majikan atau pekerja/buruh untuk berbuat curang.24

Al-Qur’an menjelaskan pentingnya menulis sebuah kontrak,

sebagai berikut:

                
          

               
              

                 
               
              
             
              

24 Muhammad Syarif Chaudhry, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014),
200.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau
sewa menyewa dan sebagainya. (QS. Al-Baqarah: 282)25

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebaiknya perusahaan sebelum

mempekerjakan seseorang membuat perjanjian tertulis atau menyepakati

kontrak kerja agar antar kedua belah pihak tidak saling berbuat curang atau

saling mendapatkan keuntungannya sendiri dam saling menjatuhkan pihak

satu dengan pihak lain.

25 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponorogo, 2003), 49.


